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P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  tertentu  dalam  tingkat  pertama,

dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara:

......................................, tempat dan tanggal lahir Sungai Junjangan, 12

Juli  1967,  agama  Islam,  pekerjaan  Pegawai

Negeri  Sipil,  pendidikan S1,  tempat kediaman

di  Pasar  Baru,  RT023,  RW004,Desa  Sungai

Junjangan,  Kecamatan  Batang  Tuaka,

Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai

Penggugat;

melawan

......................................, tempat dan tanggal lahir Pulau Palas, 20 April

1974,  agama  Islam,  pekerjaan  Buruh,

pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di

Parit  Berkat  Yakin,  RT012,  RW003,  Desa

Lumbuk  Kempas,  Kecamatan  Pelangiran,

Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari

2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari
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itu juga dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Tbh, mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada  tanggal  14  Februari  2010  telah  dilangsungkan  perkawinan

antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

sesuai  dengan tuntunan ajaran agama Islam.  Perkawinan tersebut  telah

dicatatkan  di  hadapan  Pejabat  PPN  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)

Kecamatan  Batang  Tuaka,  Kabupaten  Indragiri  Hilir,  Provinsi  Riau,

sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 065/29/II/2010  tertanggal

 15 Februari 2010;  

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di

rumah  Pribadi  Penggugat  di  Pasar  Baru,  RT023,  RW004,Desa  Sungai

Junjangan,Kecamatan  Batang  Tuaka,  Kabupaten  Indragiri  Hilir,  Provinsi

Riau, hingga berpisah;  

3. Bahwa pada waktu akad nikah,  Penggugat  berstatus janda (cerai  mati),

sedangkan Tergugat berstatus duda (cerai mati);  

4. Bahwa  selama  masa  perkawinan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berhubungan  badan  (ba'da  dukhul)  sebagaimana  layaknya  pasangan

suami istri, namun belum dikarunia anak;  

5. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada  mulanya

berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2018 rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis

lagi,  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus

disebabkan oleh karena;  

 Tergugat malas mencari nafkah/pekerjaan sehingga kebutuhan rumah

tangga tidak mencukupi;  

 Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;  

 Sering  terjadi  salah  paham  dan  perbedaan  sikap  dalam  kehidupan

rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran. 

6. Bahwa percekcokan antara Penggugat  dan Tergugat semakin tajam dan

memuncak pada bulan November tahun 2020 yang menyebabkan antara

lain: 
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 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  sejak  bulan

November Tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman

bersama karena Tergugat tersinggung dengan ucapan Penggugat yang

meminta Tergugat untuk mengembalikan motor anak Penggugat serta

Tergugat  mengucapakan  kata  cerai  kepada  Penggugat.  Diketahui,

Tergugat sudah menikah siri  dengan Wanita lain. Saat ini Penggugat

tinggal  di  rumah pribadi  Penggugat  yang  beralamat  di  desa  Sungai

Junjangan  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah  pribadi  Tergugat  yang

beralamat di desa Lubuk Kempas;  

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan

kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri,  baik nafkah lahir

maupun bathin sejak bulan November tahun 2020;  

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik

dan tidak saling memedulikan lagi. 

7. Bahwa  atas  permasalahan  dan  kemelut  rumah  tangga  yang  dihadapi,

Penggugat  (telah  memusyawarahkan)  dengan  keluarga,  baik  keluarga

Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi

untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut

rumah tangga semakin sulit diselesaikan;  

8. Bahwa Penggugat addalah pegawai negeri Sipil dan sudah mendapat izin

perceraian  dari  atasan  dengan  nomor  Keputusan  Pemberian  Izin

Perceraian Nomor: 131/SEKDA/XII/HK-2022, tertanggal 12 Desember 2022

yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Indragiri Hilir, yaitu Afrizal;  

9. Bahwa ikatan perkawinan antara  Penggugat  dan Tergugat  sebagaimana

yang  diuraikan  diatas  sudah  sulit  dibina  dan  dipertahankan  lagi  untuk

membentuk  suatu  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah

sebagaimana maksud dan tujuan dari  suatu  perkawinan,  sehingga lebih

baik diputus karena perceraian;  

10.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat

terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan

tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi

unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal
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116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga  berdasar  hukum  untuk

menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;  

11.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara. 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua  Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (......................................)

Terhadap Penggugat (......................................);  

3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku. 

 SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

berdasarkan Surat  Panggilan  (relaas)  Nomor  16/Pdt.G/2023/PA.Tbh.  tanggal

05  Januari  2023  dan  tanggal  12  januari  2023  dan  ternyata tidak hadirnya

Tergugat tersebut  tidak  disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,  maka

perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  untuk  memenuhi  pensyaratan  mengajukan  perceraian  dalam

status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin

dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 131/SEKDA/XII/HK-2022, tertanggal

12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Indragiri Hilir, yaitu

AFRIZAL;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 
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Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 065/29/II/2010 Tanggal 15 Februari 2010

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir.

Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,  dicocokkan  dengan

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

(P), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,  ......................................, di  bawah sumpah, memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi  sepupu

Penggugat;

- Bahwa  hubungan  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang

menikah pada 14 Februari 2010 tercatat  di  KUA Kecamatan Batang Tuaka,

Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal  bersama

membina rumah tangga di rumah Penggugat di Pasar Baru, RT. 23, RW. 04,

Desa Sungai Junjangan, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa selama pernikahan,  Penggugat  dengan Tergugat  belum dikaruniai

anak;

- Bahwa  hubungan  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan  harmonis  di  awal

pernikahan, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak  bulan

Desember 2018;
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- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar

dengan penyebab permasalahan ekonomi;

- Bahwa saksi menyaksikan langsung pertengkaran tersebut karena pada sat

itu saksi sedang berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  berpisah  tempat  tinggal  sejak

November  2020 sampai  sekarang  dan  yang  meninggalkan  kediaman

bersama adalah Tergugat;

- Bahwa penyebab  Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah

persoalan ekonomi karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak

bisa  memberikan  nafkah  yang  cukup  untuk  kebutuhan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat

tinggal  karena melihat  sendiri  Tergugat  sudah tidak tinggal   bersama lagi

dengan  Penggugat  setiap  saksi  berkunjung  ke  rumah  Penggugat  karena

saat ini Tergugat tinggal di Parit Berkat Yakin, RT. 12, RW. 03, Desa Lubuk

Kempas, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi

berkomunikasi  sehingga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah  lagi

menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa  keluarga  sudah  berupaya  untuk  merukunkan  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2,  ......................................,  di  bawah sumpah, memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi  anak

kandung Penggugat;

- Bahwa  hubungan  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang

menikah pada  14 Februari  2010  dan tercatat di KUA Kecamatan Batang

Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;
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- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal  bersama

membina rumah tangga di rumah Penggugat di Pasar Baru, RT. 23, RW. 04,

Desa Sungai Junjangan, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa selama pernikahan,  Penggugat  dengan Tergugat  belum dikaruniai

anak;

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada  awalnya

berjalan baik dan rukun, tetapi saat sekarang ini rumah tangga Penggugat

dan  Tergugat  sudah  tidak  harmonis  lagi  disebabkan  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Desember

2018;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar

dengan penyebab persoalan ekonomi;

- Bahwa  saksi  mengetahui  karena  melihat  sendiri  perselisihan  dan

pertengkaran Penggugat  dan Tergugat  tersebut  yang pada saat  itu  Saksi

melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara yang keras;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar yang terjadi di rumah Penggugat karena Saksi tinggal bersama

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal dan  yang

meninggalkan  kediaman bersama adalah  Tergugat  sejak  November  2020

sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun;

- Bahwa  saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat

tinggal  karena melihat  sendiri  Tergugat  sudah tidak tinggal   bersama lagi

dengan Penggugat karena saat ini Tergugat tinggal di Parit Berkat Yakin, RT.

12,  RW.  03,  Desa  Lubuk  Kempas,  Kecamatan  Pelangiran,  Kabupaten

Indragiri Hilir;

- Bahwa  penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah

persoalan ekonomi karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak

bisa  memberikan  nafkah  yang  cukup  untuk  kebutuhan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi

berkomunikasi  sehingga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah  lagi

menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa  saksi  pernah  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  bersama

keluarga Penggugat di rumah Penggugat, tetapi usaha damai tersebut tidak

berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil,  Penggugat

telah  memperoleh  izin  atasan  untuk  mengajukan  gugatan  perceraian,  maka

telah  terpenuhi  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  tahun  1983  jo.

Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo.  Surat  Edaran BAKN Nomor

48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu

hadir  sedangkan  Tergugat tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

dan gugatan  Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,  gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat mengajukan  gugatan

cerai  adalah  bahwa  Tergugat  telah  meninggalkan  tempat  tinggal  bersama

sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih  2 (dua) tahun

sampai  sekarang,  dan selama pisah antara Penggugat  dan Tergugat  sudah

tidak ada komunikasi  apalagi  menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya

suami-istri;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan Penggugat  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  Penggugat telah  mengajukan  bukti  P  berupa

fotokopi  Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang

sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  Penggugat telah  menikah  dengan

Tergugat pada tanggal  14 Februari  2010,  relevan dengan dalil  yang hendak

dibuktikan  oleh  Penggugat,  maka  bukti  P  sebagai  akta  otentik  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P tersebut  harus  dinyatakan

terbukti  bahwa  Penggugat dengan  Tergugat adalah suami istri  sah, menikah

pada tanggal 14 Februari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  Penggugat juga  telah  mengajukan  saksi-saksi

yaitu:  ............................. dan  .............................,  keduanya telah memberikan

keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara  terpisah di  bawah sumpah di  muka sidang,
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keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh  Penggugat serta tidak

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi  tersebut,  maka kedua saksi

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan  Penggugat, bukti tertulis

dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

 Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  pernah  hidup  rukun  dan  belum

dikaruniai anak;

 Bahwa sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering

terjadi perselisihan karena permasalahan ekonomi; 

 Bahwa Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  berpisah  tempat  tinggal  sejak

bulan  November  2020  atau  2  (dua)  tahun  2  (dua)  bulan  dan  yang

meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, sejak saat itu antara

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  pernah  ada  komunikasi  sehingga

Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai

suami isteri; 

 Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  pernah  diupayakan  untuk

dirukunkan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

 Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  antara  Penggugat dan  Tergugat telah  terjadi

keretakan ikatan batin  sebagai  suami  istri,  akibat  perselisihan hingga terjadi

pisah tempat tinggal  yang sudah berlangsung sekitar  2  (dua)  tahun 2 (dua)

bulan,  dan tidak ada harapan untuk  kembali  rukun karena keduanya sudah

tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat  telah  berketetapan hati  untuk

bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak

dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

tangga  yang  bahagia  dan  kekal,  sesuai  maksud  Pasal  1  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  terwujudnya  keluarga  yang
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sakinah,  mawaddah dan rahmah,  sesuai  maksud Pasal  3  Kompilasi  Hukum

Islam,  bahkan  dalam rumah tangga  seperti  itu,  suami  dan  istri  sudah  tidak

dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk

itulah rumah tangga diadakan;

 Menimbang,  bahwa  suatu  ikatan  pernikahan  adalah  dimaksudkan

untuk  memberikan  kemaslahatan  bagi  suami  maupun  istri,  tetapi  dengan

melihat  kondisi  rumah  tangga  Penggugat dengan  Tergugat sebagaimana

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

bukan  saja  tidak  lagi  mendatangkan  kemaslahatan,  tapi  justru  hanya  akan

memberikan penderitaan batin baik bagi  Penggugat maupun Tergugat, karena

itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta di  atas di mana telah  terlihat

jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi

untuk  mempertahankan  rumah  tangganya.  Maka  keadaan  tersebut,  dinilai

cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali,

sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah

tidak  patut  untuk  dipertahankan  lagi  karena  jika  dipaksakan  untuk  tetap

dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk

keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak

dan kewajiban sebagai suami istri  dan akan berdampak kepada penderitaan

batin  kedua  belah  pihak  khususnya  Penggugat.  Keadaan  demikian  patut

dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas

hukum  Islam  dalam  kitab al-Asybah  wa  al-Nazhoir ( والنظائـر  ,(الشـباه

halaman 62 sebagai berikut:

دفع              قدم مصلحة و مفسدة رض تعا ذا فإ

لبا    غا         المفسدة

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang
didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.;

Menimbang,  bahwa  relevan  dengan  pertimbangan  di  atas,  Majelis

Hakim  perlu  mengetengahkan  doktrin  hukum  Islam  dalam  Kitab  Mada
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Hurriyah  al-Zaujiyah,  fi  al-Thalaq,  Hal.  83  yang  diambil  alih  menjadi

pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

فيه            ينفع ولم الزوجية الحياة تضطرب حين الطلق نظام السلم اختار قد

الربطة       تصبح حيث و صلح ول  نصح

الزوجين             أحد على يحكم أن معناه الستمرار لن روح غير من صورة الزوجية

    . روح  تأباه هذا و المؤبد بالسجن

العدالة 

Artinya : “Islam telah  memilih  lembaga  perceraian  ketika  kehidupan rumah
tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi
nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa,
karena  meneruskan  perkawinan  berarti  menghukum  salah  satu
pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan
yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat

relevan untuk  mempertimbangkan Yurisprudensi  Mahkamah Agung Republik

Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996  yang menyatakan “bahwa

dalam percekcokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau

salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah

perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau

tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah”

maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun

salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.”; 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat

relevan untuk  mempertimbangkan Yurisprudensi  Mahkamah Agung Republik

Indonesia  No.  273/K/AG/1998  tanggal  17  Maret  1999   yang  menyatakan

‘’cekcok, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah

tempat tidur,  salah satu pihak tidak berniat  meneruskan kehidupan bersama

dengan  pihak  lain  merupakan  fakta  yang  cukup  memenuhi  alasan  suatu

perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia –

sia ‘’

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  tanpa  mempersoalkan  siapa  yang  benar  dan  siapa  yang  salah,  maka

alasan-alasan  perceraian  dalam  perkara  ini  dianggap  telah  memenuhi
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ketentuan Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  atau  setidak-tidaknya  gugatan

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Tembilahan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

masa  iddah  tidak  boleh  rujuk  dengan  bekas  suaminya  (Tergugat),  tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  diperintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan

Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan

hukum  tetap  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  yang

mewilayahi  tempat  tinggal  Penggugat,  tempat  tinggal  Tergugat dan  tempat

pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughro  Tergugat  (......................................)

terhadap Penggugat (......................................); 
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);  

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan

dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Amry Saputra, S.H. sebagai

Ketua  Majelis,  Muhammad  Aidzbillah,  S.Sy. dan  Ahmad  Khatib,  S.H.I.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hakim Anggota tersebut,  dan didampingi oleh  Ahmad Zaki Rusmani,  S.H.I.

sebagai Panitera Pengganti,  dengan dihadiri  oleh  Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota 

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Ketua Majelis,

Amry Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 70.000,00

-  Panggilan : Rp 1.420.000,00

-  PNBP : Rp 30.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00
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-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 1.570.000,00

(satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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